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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan setiap pembahasan yang telah diuraikan dan hasil
penelitian yang telah dilaksanakan, maka kesimpulannya ialah, Badan
Keamanan Laut (BAKAMLA) RI memiliki peran yang sangat penting
dalam proses penegakan hukum di wilayah laut ZEE Indonesia. Peran dari
Bakamla diwujudkan melalui tugas maupun wewenangnya Yyakni
melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan
Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ada bentuk
penegakan hukum yang dilakukan oleh Bakamla jika terjadi pelanggaran
laut khususnya di wilayah ZEE Indonesia. Bentuk dari penegakan hukum
atau wewenang Bakamla untuk menjalankan tugas dan fungsinya, telah
diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UU Kelautan, yakni melakukan pengejaran
seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan
menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan
proses hukum lebih lanjut, dan mengintegrasikan sistem informasi
keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah

yurisdiksi Indonesia.



Lalu juga ada 2 upaya sebagai bagian dari peran Bakamla yaitu
upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif ini diwujudkan dengan
dilaksanakannya operasi gabungan bersama lembaga penegak hukum
lainnya, yang dimana Bakamla sebagai pemegang kendali atau komando
utama. Hal ini untuk menjalankan fungsi utamanya yakni untuk
menyinergikan pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah
laut Indonesia. Lalu upaya represif yang diwujudkan dengan melaksanakan
penegakan terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah laut
khususnya wilayah laut ZEE Indonesia. Bakamla juga memiliki kendala
dalam setiap pelaksanaan perannya, yakni Bakamla tidak memiliki
kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan seperti yang dijelaskan
dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2014
tentang Kelautan. Dalam Pasal ini merupakan bagian penting bagi lembaga
penegak hukum seperti Bakamla untuk menegakkan hukum berdasarkan

tugas dan perannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis
berikan, ialah Kewenangan Bakamla yang diatur dalam Undang-Undang
No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan kiranya perlu di kaji kembali. Hal ini
dikarenakan dasar hukum atau landasan hukum dari Bakamla saat ini masih
sangatlah lemah khususnya dalam bagian penegakan hukum di wilayah

ZEE Indonesia, mengingat masih banyak lembaga penegak hukum yang



memiliki tugas dan peran yang sama dengan Bakamla dan masih
mementingkan ego sektoral setiap lembaga penegak hukum. Pengkajian
ulang yang dimaksud penulis terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun
2014 tentang Kelautan ini seperti memberikan penjelasan pada pasal-pasal
tertentu yang khusus mengatur tentang tugas maupun peran dan wewenang
dari Bakamla. Hal ini membuat Bakamla sebagai badan penegak hukum
dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya menjadi lebih jelas dan
memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan
mengingat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
ini menjelaskan bahwa Bakamla berperan sebagai pemegang kendali atau
komando utama dari setiap operasi patroli keamanan dan keselamatan
maupun penegakan hukum di laut khususnya wilayah laut ZEE Indonesia.
Pengkajian kembali terhadap undang-undang kelautan ini dapat mengatasi
kelemahan-kelemahan dari Bakamla dalam pelaksanaan tugas dan
wewenangnya sebagai badan penegak hukum yang bertanggung jawab

secara langsung kepada Presiden.
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